BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peninjauan pajak yang telah dilakukan atas pelaksanaan kewajiban

perpajakan PT. SPJL terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada

tahun 2018, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan hasil peninjauan pajak, PT. SPJL memiliki kewajiban perpajakan
terkait mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dikukuhkan sebagai PKP,
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan
Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, menghitung Pajak Penghasilan Lebih Bayar
atau Kurang Bayar (Pajak Penghasilan Pasal 28 A atau Pasal 29), dan Pajak
Pertambahan Nilai.

Secara keseluruhan, PT. SPJL masih belum melaksanakan kewajiban
perpajakannya terkait Pajak Penghasilan dengan baik. PT. SPJL masih melakukan
kesalahan dalam melakukan koreksi biaya yang boleh dibebankan dalam
menghitung besaran Penghasilan Kena Pajak dan dalam melakukan perhitungan
dalam menentukan besaran pajak terutang terkait Pajak Penghasilan Pasal 21,
Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Keluaran, dan
Pajak Masukan. PT. SPJL juga banyak melakukan keterlambatan, bahkan tidak
melakukan penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakannya. PT. SPJL
melakukan keterlambatan dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2,
Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pajak Pertambahan
Nilai. PT. SPJL juga melakukan keterlambatan dalam pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai, bahkan PT. SPJL belum
melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 karena PT. SPJL tidak
mengetahui bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 perlu dilaporkan
dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 setiap bulannya. Atas kelalaian
tersebut, PT. SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan
denda.

PT. SPJL juga dinilai belum melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait Pajak
Pertambahan Nilai dengan baik. PT. SPJL masih melakukan kesalahan

102



perhitungan dalam menentukan besaran Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
sehingga membuat perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar yang telah
dilakukan oleh PT. SPJL setiap bulannya menjadi tidak tepat. Terkait penyetoran
Pajak Pertambahan Nilai, PT. SPJL telah melaksanakan kewajiban penyetoran
tersebut dengan tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan sehingga
PT. SPJL dapat dinilai baik dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan
Nilai. Namun, terkait pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, PT. SPJL mengalami
keterlambatan pelaporan pada bulan Februari sehingga PT. SPJL berpotensi
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000.

Terkait keterlambatan penyetoran dan belum dilaporkannya kewajiban Pajak
Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, PT. SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi
sebesar Rp 1.600.000. Terkait kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal
21 bulanan, PT. SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp
2.123.576. Terkait keterlambatan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 23, PT. SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 310.346.
Terkait keterlambatan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25, PT.
SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 5.071.609. Terkait
kekurangan pembayaran PPN, PT. SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi
sebesar Rp 1.091. Terkait keterlambatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, PT.
SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 500.000.

Tabel 5.1.
Kemungkinan Sanksi Perpajakan PT. SPJL

(dalam rupiah)
Jenis Pajak Total Sanksi
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 1.600.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan 1.532.714
Pajak Penghasilan Pasal 23 310.346
Pajak Penghasilan Pasal 25 5.071.609
Pajak Pertambahan Nilai 501.091
Total 9.015.760

Sumber: Hasil olahan peneliti
Pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan software Accurate juga
dinilai belum cukup baik karena memiliki banyak kelemahan, seperti SPT yang

tidak lengkap, peraturan perundangan-undangan yang memerlukan update khusus
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jika terjadi perubahan, dan terdapat kesalahan pembulatan dalam menentukan

besaran Penghasilan Kena Pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil peninjauan pajak terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan

Nilai sebagai upaya dalam Meminimalisir sanksi perpajakan, peneliti

merekomendasikan beberapa saran bagi PT. SPJL sebagai berikut:

1.

Perusahaan sebaiknya membuat memo terkait batas akhir tanggal penyetoran dan
pelaporan pajak pada masing-masing kewajiban perpajakan yang ada dalam
perusahaan guna mencegah terjadinya keterlambatan penyetoran dan pelaporan
yang dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi bagi perusahaan.
Dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebaiknya dilakukan oleh 1 orang yang sama
sehingga dapat menghindari terjadinya selisih jumlah pegawai dan PPh Pasal 21
pada perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan dan perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan.
Perusahaan sebaiknya melakukan peninjauan pajak terhadap perhitungan,
penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan secara
rutin setiap bulannya guna mencegah adanya kesalahan yang sama pada bulan
berikutnya.

Perusahaan dapat mengajukan untuk melakukan pembetulan terkait SPT Masa
maupun Tahunan perusahaan yang terdapat kesalahan perhitungan. Perusahaan
juga dapat mengajukan restitusi (jika pada akhir tahun) atau kompensasi atas
jumlah pajak terutang yang ternyata lebih bayar. Hanya saja, perusahaan harus
mempersiapkan diri untuk diperiksa oleh fiskus jika terdapat pajak terutang yang

lebih bayar.
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